I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai kelembagaan kemitraaan telah dikembangkan pada komoditas
pertanian, namun sebagaian besar belum menunjukkan kinerja optimal, kecuali
pada sebagian komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit. Keberhasilan
komoditas ini, disebabkan oleh beberapa factor, antara lain adalah komoditas ini
memiliki pasar yang .Iuas, dan adénya pengembangan pabrik pengolahan
(Erwidodo, 1995).

Ada beberapa kelembagaan kemitraan yang aktivitasnya berkaitan
dengan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat, seperti pola PIR - BUN. Pola ini
pada awalnya merupakan strategi dan upaya pengintegrasian struktur usaha
perkebunan besar dan perkebunan rakyat (petani kecil), yang disebut Nucleus
Estate Smallholder (NES). Kemudian istilah tersebut berubah menjadi Perusahaan
Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN), dan disusul PIR-Transmigrasi. Dalam SK
Mentan N0.940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha
Pertanian dikemukakan * tentang pola-pola kemitraan usaha yang dapat
dilaksanakan, antara lain pola: (1) pola inti-plasma, (2) pola kemitraan sub-
kontrak, (3) pola dagang umum,(4) pola kemitraan keagenan, dan (5) bentuk lain
seperti : pola kerjasama operasional agribisnis (KOA).

Pola inti plasma merupakan kemitraan antara kelompok mitra dengan
perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen

yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksi. PIR-BUN adalah



bentuk pengusahaan perkebunan dimana perusahaan bermodal besar dan memiliki
sistem manajemen yang mapan. Perusahaan mitra ini sebagai inti yang fungsinya
membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma
(Mudiyono, 2006). Antara inti dan plasma diharapkan terjalin kerjasama yang
saling menuntungkan, utuh dan berkesinambungan.

Damanhuri (1981, yang disitir Arifin, dkk (2006), menyatakan bawa
system subkontrak adalah suatu tata kerja dalam dunia usaha, dimana pihak
pertama menawarkén subkontrak (farent firm), meminta pihak kedua
(subkontraktar) untuk mengerjakan sebagian atau keseluruhan pekerjaan yang
diterimanya dari pihak ketiga. Subkontrak mempunyai implikasi yang bisa
merugikan petani yakni hilangnya kebebasan petani dalam berproduksi, produsen
semakin terisolir dari pasar,sdan menimbulkan ketergantungan petani terhadap
principal (Arifin dkk, 2006, Sutawi 2008, Sumadjo, dkk, 2004 ).

Pola kemitraan dagang umum merupakan usaha dalam pemasaran hasil
produksi. Perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra, atau
kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra
(Sutawi,2008). Pada dasarnya pola kelembagaan kemitraan ini adalah jual beli.

Pola keagenan merupakan bentuk kelembagaan kemitraan yang terdiri
dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau petani. Pihak pengusaha
mitra (perusahaan besar) memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk
memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh perusahaan besar

mitra. Para Pihak-pihak yang bermitra terdapat kesepatan tentang target-target



yang harus dicapai dan besarnya fee atau komisi yang diterima oleh pihak yang
memasarkan produk.

Pada pola kerjasama operasional agribisnis (KOA), kelompok mitra
menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan
biaya atau modal atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu
komoditas pertanian (Sutawi, 2008).

Pada dasarnya ‘kelevmbagaan kemitraan dengan segala ragamnya
merupakan pertanian- kontrak (Contract Farming). Secara garis besar, contarct
farming paling sedikit terdiri dari lima model, tergantung pada jenis produk,
sumberdaya mitra, dan intensitas hubungan kepentingan antara petani dengan
pihak mitra Eaton dan Shepherd (2001), dalam karyanya Contract Farming :
Partership for Growth, lima; pola adalah : (1) centralized model, (2) nucleus
estate model, (3) multipartite ' model, (4) informal model,(5) intermediary model.
Sementara itu, untuk kasus pertanian di Indonesia, Kasyno dkk. (1994) yang
disitir oleh Saptana dkk. (2005) mengemukakan bahwa manajemen pertanian
kontrak atau disebut dengan istilah “kemitraan” terdiri dari tiga pola yaitu; (1)
kemitraan yang berkembang mengikuti jalur evolusi sosio-budaya atau ekonomi
tradisi, (2) kemitraaan program pemerintah yang dikaitkan dengan intensifikasi
pertanian, (3) kemitraaan yang tumbuh akibat perkembangan ekonomi pasar.

Kelembagaan kemitraan usaha telah diterapkan pemerintah dalam
pembangunan perkebunan, yang bertujuan agar semua pihak yang terlibat di
dalamnya sama-sama memiliki manfaat. Dalam kenyataannya, tidaklah semudah

perencanaan, bahkan kemitraan yang melibatkan pemerintah justru menambah



kesulitan dan menimbulkan distorsi (Raharjo, 1990). Hal yang sama juga
dikemukakan oleh Syahyuti (2004), dimana peran pemerintah yang terlalu
dominan dalam kemitraan justru akan menghasilkan iklim yang kurang baik.
Sebaliknya kemitraaan yang terbentuk dengan sendirinya, khususnya di daerah
sentra produksi pertanian dianggap lebih berhasil. Hal ini disebabkan oleh adanya
ketergantungan dan kebutuhan bersama.

Pada umumnya teori/kajian tentang kelembagaan kemitraan membahas
hubungan antara petahi atau kelompok tani dan perusahaan mitra, Uphoff (1986),
North (1990), Dogo, dkk (2003), Saptana (2006), Syahyuti (2004), Valerina, dkk
(2006), Elizabeth (2005), Hermanto (2007 ).

Namun demikian kelembagaan kemitraaan usaha kebun milik desa dan
perusahaan mitra belum banyak dikaji. Pada hal, saat ini usaha milik desa sudah
mulai bertumbuh kembang dengan pesat diberbagai desa. Usaha kebun milik desa
sebagaimana diharapkan sebagai usaha desa memiliki potensi besar untuk ;
memberikan sumber pendapatan asli desa,dan pembiayaan penyelenggaraan
pemerintah desa, mendorong,menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong
royong masyarakat dalam pembangunan desa, memberikan dan meningkatkan
penghasilan tetap bagi aparat desa guna meningkatkan prestasi kerja dalam rangka
mewujudkan suatu pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna,
merupakan contoh bagi masyarakat bagaimana mengolah lahan pertanian/
perkebunan  yang sesuai dengan syarat-syarat teknis di  bidang
pertanian/perkebunan, direalisasikan melalui peningkatan pendapatan dan

kekayaan desa.



1.2.  Perumusan Masalah

Dalam system agraria di pulau jawa lahan garapan milik desa dikenal
dengan istilah Tanah bengkok, tanah bengkok tidak dapat diperjual belikan tanpa
persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi
hak mengelolanya. Menurut Soedjero (2001), Soedjito (1994) menyatakan bahwa
penggunaan, tanah bengkok dibagi menjadi dua kelompok ; (1) Tanah lungguh,
menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang
tidak mereka terima. -(2) Tanah kas desa, dikelola oleh pamong desa aktif untuk
mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa

Di kabupaten Mukomuko juga kita jumpai tanah desa, namun tidak
dikelola dan diperuntukkan untuk pamong desa, melainkan sebagai usaha
perkebunan desa yang dikenal dengan istilah kebun masyarakat desa (KMD).
Kebun Masyarakat Desa dibangun sejak wilayah ini merupakan bagian dari
kabupaten Bengkulu Utara. Kebun ini dibangun oleh perusahaan Mitra yakni PT.
Agromuko. Tanah desa ini merupakan hutan desa, yang merupakan hutan yang
terletak diantara desa—desa, ataupun berbatasan dengan tanah/hutan negara.
Sebelum masuknya program transmigrasi dan pembangunan perkebunan oleh
perusahaan—perusahaan besar nasional dan penanam modal asing (PMA), desa-
desa memiliki hutan yang luas. Desa—desa memiliki sumber pendapatan dari hasil
hutan ( bungo kayu ataupun ikutan lainnya), desa memiliki hak untuk mengatur
diri sendiri. Dengan diterbitnya undang- undang nomor 5 tahun 1979, yang
menempatkan desa sebagai unit pemerintahan terendah dibawah camat,

berdampak menghilangkan self-governing community. Desa yang tadinya



memiliki kekuasaan terhadap hutan, hilang dan tak memiliki daya lagi. Hutan
yang dikuasai desa hanya terbatas dilingkup antar desa. Hutan sisa-sisa
pemanfaatan dan pengusaan dan milik masyarakat yang terletak diantara desa
inilah yang dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat untuk dijadikan kebun
kas masyarakat desa (KMD).

Sejak tahun 2010 telah dibangun 38 kebun masyarakat desa, diantaranya
34 kebun kas masyarakat desa telah . berproduksi. Kebun kelapa sawit kas
masyarakat desa yan-g telah berproduksi ini oleh perusahaan mitra diserahkan
pengelolaanyanya kepada kepanitiaan desa, atau koperasi kepada desa. Sebagai
sebuah bentuk kemitraan baru, antara perusahaan dengan desa, bentuk kemitraan
ini berpotensi menjadi sebuah kemitraan yang sustainable, selain itu berpotensi
melahirkan konflik. Secara internal banyak desa yang belum memiliki aturan main
yang jelas, bagaimana kemitraan ini dikelola, banyak perbedaan pandangan antar
desa dengan perusahaan mitra. Ada desa memiliki pandangan bahwa
Pembangunan kebun kas.ini adalah sebagai kewajiban perusahaan yang beroperasi
diwilayahnya, ada juga yang berpandangan ini adalah bentuk kepedulian
perusahaaan dan yang lainnya menyatakan bahwa kebun kas masyarakat desa
adalah merupakan cara perusahaan untuk menghindari masyarakat ataupun
orgasasi-organisasi desa yang meminta-minta bantuan ke perusahaan.

Dari paparan diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model kelembagaan kemitraan yang sudah ada pada

usaha perkebunan masyarakat desa (KMD) di Kabupaten Mukomuko



2. Bagaimana kelemahan dan kekuatan lembaga yang sudah ada dalam
kaitannya dengan pengembangan usaha kebun kelapa sawit desa di
Kabupaten Mukomuko

3. Bagaimana rumusan model kelembagaan kemitraan yang efektif dan

berkelanjutan.

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengidentifikasi model - model kelembagaan kemitraan yang
sudah ada pada kebun masyarakat desa.
2. Untuk menganalisis faktor- faktor kelemahan dan kekuatan lembaga
ada dalam kaitannya terhadap pengembangan usaha kebun sawit desa.
3. Merumuskan model kelembagaan kemitraan kebun masyarakat desa

yang efektif dan berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian desertasi ini dapat dijadikan masukan bagi
pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dalam pembangunan desa
khususnya pembangunan usaha desa. Dari segi teroritis desertasi ini
diharapkan memberikan bahwa kontribusi dalam perancangan model

kelembagaan dan kemitraan usaha kebun kelapa sawit masyarakat desa.



X. KESIMPULAN DAN SARAN

0.1. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan dalam penelitian ini dari
berbagai analisis yang telah dikemukakan sebelumnya maka secara umum dapat
disimpulkan bahwa kelembagaan kemitraan yang efektif dan berkelanjutan pada
model kelembagaan kerhitfaan vusaha kebun kelapa sawit belum terwujud dengan
baik. Hal ini dapat disimpulkan dibawah kelembagaan kemitraan usaha kebun
kelapa sawit desa teridentifikasi dalam dua bentuk pengeloaan yakni model
kepanitian desa dan model koperasi. Kedua model ini memiliki kareteristik faktor
eksogen yang sama. Pelaksanaan pengelolaan kelembagaan kemitraan usaha
kebun kelapa sawi desa peranan kelembagaan lokal cukup besar.

Pada dasarnya prinsip Ostrom dapat di terapkan dalam kelembagaan
kemitraan usaha kebun kelapa sawit kas desa. Hal ini buktikan dalam dianalisis
dengan prinsip—prinsi desain Ostrom 1990, diperoleh kelemahan dan kekuatan
kelembagaan kemitraan kebun kelapa sawit desa sebagai berikut:

a. Prinsip pengelolaan pertama yang menjadi kekuatan adalah adanya pengakuan
atas hak pengelolaan dimana keberadaan Kebun Kelapa Sawit kas masyarakat
Desa diakui aparat desa, pemerintah daerah, dan masyarakat.

b. Prinsip pengeloaan lain yang juga berperan adalah Kesepakatan bersama atau
collective choice dimana para pelaku secara kolektif memberlakukan aturan

dengan pola saling percaya,.



c. Aturan main pengelolaan berlandaskan norma masyarakat setempat dan
mengutamakan fungsi fisik sosial dan ekonomi,

d. Prinsip yang kurang mendapat perhatian atau penanganan yang layak yang
merupakan kelemahan diantara pihak pengelola adalah prinsip  yang
berkaitan:

e Prinsip Monitoring, kurangnya laporan—laporan pelaksanaan dan
laporan pemantauan..

e Prinsip : sanksi berkala, bahwa sanksi tidak diterapkan atau
ditindaklanjuti terhadap pelanggaran.

¢ Prinsip Mekanisme Penyelesaian konflik bahwa pembiaran pelanggaran
berkembang menjadi isu spekulatif dan konflik.

Kelembagaan kemitraan usaha kebun kelapa sawit desa yang efektif dan
berkelanjutan belum terwujud dengan baik, hal ini ditunjukkan belum adanya
kejelasan yang mengatur jaminan hak dan kewajiban para aktor-aktor kemitraaan
dalam arena aksi yang dilakukan. Kelembagaan kemitraaan lebih mengandalkan
kepercayaan (trust) dan nilai-nilai kebersamaan. Hal ini tercermin siapa berbuat
apa dalam arena aksi para aktor—aktor dilapangan.

10.2. Implikasi Hasil Penelitian

1 Outcome bahwa kelembagaan kemitraan sebagai sebuah usaha pengelolaan

sumberdaya bersama yang berorintasi kepada benefit belum menggambarkan
jaringan (network) antar aktor-aktor dalam arena aksinya. Disamping itu masih
rendahnya partisipasi masyarakat dalam kelembagaan kemitraan, maka

disarankan agar kelembagaan kemitraan usaha kelapa sawit desa yang ada



disempurnakan dalam bentuk tata kelola bersama (Co-management), yang
diformulasikan dalam suatu bentuk kontrak yang mengatur keseimbangan hak
dan kewajiban yang dapat ditegakkan (enforcable contract) yang pakai secara
sukarela oleh para aktor.

Implementasi dari segi teoritis, Dalam kelembagaan kemitraan usaha kebun
kebun kelapa sawit desa yang efektif dan berkelanjutan. Penggunaan prinsip-
prinsip desain Ostrom masih mengalami kelemahan, perlu penyesuaian dengan
kondisi sumberdaya bersama yang ada. Sehingga faktor koordinasi dan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya milik bersama (common

pool resources) dapat efektif dan berkesinambungan.
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Lampiran 1. Daftar pertanyaan Community (Masyarakat)

Quesioner
Nama Desa P
Kecamatan e
Kabupaten : Mukomuko
Propinsi : BENGKULU

Nama Responden S

Kejelasan Batasan definisii kebun-Kas Desa

1. Apakah Bapak/ibu mengetahui di desa ini, tentang keberadaan kebun kas desa.
a.ya
b. tidak

2. Jika Bapak/ibu mengetahui, dari mana Bapak/ibu mengetahuinya
a. Cerita orang
b. Dekat kebun sendiri
c. Perangkat desa/pengurus

3. Apakah Bapak menjadi anggota kebun kas masyarakat desa
a. Ya
b. Tidak tahu
C. Jelaskay, e TRy

4. Menurut Bapak/ibu apa yang harus dipenuhi persyaratan menjadi anggota
a. Seluruh warga
b. Rumah tangga
c. Anaka cucu kaum
d. Tidak jelas

5. Apa yang menjadi batasan kebun kas masyarakat desa
a. Drenase
b. Jalan
c. Tonggak
d. Tidak jelas

6. Bagaimana menurut Bapak status kepemilikan lahan KMD
a. Sertifikat
b. Surat desa
c. SKT
d. Tidak jelas
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Kesesuaian aturan yang digunakan

7. Apakah Bapak mengetahui peraturan yang digunakan KMD
a. Ya
b. Tidak
c. Jelaskan

8. Apakah KMD menggunakan aturan dibawah ini
a. Perdes
b. Hasil rapat desa
c. Aturan adat
d. Tidak jelas

9. Menurut pandangan Bapak-bagaimana kedudukan, aturan adat pada pada KMD
a. Dipakai sebagai pedoman
b. Tidak jelas

10. Apa landasan norma yang digunakan dalam KMD
a.Agama
b. Kearifan lokal
c.Tidak jelas

11. Bagaimana kedudukan seseorang dihargai menurut pandangan Bapak, apakah
karena;
a. Status
b. Dihargai karena prestasi
c¢. Hubungan emosional

12. Bagaimana menurut pandangan Bapak/ibu terhadap sistem reward dan
punishment
a. Tidak tegas tidak jalan
b. Tidak'tegas namunjalan
c. Tidak tegas tidak jalan
d. Tegas dan jalan
13. Bagaimana pemahaman anggota tentang; tentang prosedur, norma, dan aturan-
aturan pada KMD
a. Sedikit
b. Banyak
c. Tidak jelas
14. Bagaimana kedisiplinan dijalankan dalam KMD
a. Tidak disiplin
b. Disiplin tapi tidak jalan
c. Disiplin dan jalan

Aksi Kolektif dan Solideritas
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15. Jika rapat di desa bagaimana kehadiran warganya
a. Baik
b. Tidak
c. Biasa-biasa saja

16. Bagaimana kehadiran Bapak/ibu dalam rapat-rapat desa atau KMD
a. Ya
b. Tidak
c. Sekali-sekali

17. Bagaimana keaktifan Bapak/ibu dalam rapat desa/KMD
a. Ya
b. Ikut saja
c. Sekali-kali

18. Bagaimana ketaatan Bapak/ibu mematuhi hasil rapat
a. Ya
b. Tidak
c. Kadang-kadang

19. Apakah Bapak/ibu turut menentukan aturan yang dibuat
a.Ya
b.Tidak
c.Kadang-kadang

Monitoring

20. Apakah ada pengawasan (monitoring)
a. Ada
b. Tidak
c. Kadang-kadang

21. Siapa yang melaksanakan pengawasan (monitoring)
a. Pengurus
b. LSM
c. Lainnya/tidak jelas

22. Apa saja yang diawasinya yang Bapak/ibu ketahui
a. Pekerjaan fisik kebun
b. Keuangan
c. Lainnya/tidak jelas

Sanksi Berjenjang

23. Apakah ada pelanggaranyang dilakukan dalam KMD
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a. Ada
b. Tidak ada
C. Jika ada SEDULKAN ...

24. Siapa yang melakukan pelanggaran
a. Masyarakat
b. Pengurus
c. Perangkat desa
d. Perusahaan mitra
e. Pihak lain

25. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar
a. Sesuai dengan tingkat kesalahan
b. Sesuai dengan aturan‘bersama’
c. Sesuka pengelola/desa

26. Apa bentuk sanksi yang diberikan .............cccocie i,
Mekanisme penyelesaian konflik
27. Apakah pernah terjadi perselisihan/konflik pada KMD

a. Pernah

b. Tidak pernah

c. Kadang-kadang

d. Jika ya sebutkan bentuk konflik tersebut ...........c.ccccoeciiieiinennnnne.
28. Pihak mana yang melakukan konflik

a. Perusahaan dengan pengelola/desa

b. Perusahaan dengan masyarakat

c. Pengelola dengan masyarakat

d. Sebuthail, 7./ L . 5 Sl . L. \. 7,
29. Bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi sebutkan ..............................

30. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik sebutkan

Pengakuan hak berorganisasi
31. Aturan apa yang dipakai pada KMD, sebutkan .............cccccooviveiiiiiiciinn,

32. Adakah aturan yang digunakan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,
SEIULKAN ...

Cabang Usaha
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33. Adakah cabang usaha lain KMD, selain kebun kas masyarakat desa ini.

a. ada
b. tidak ada

c. Jikaada sebutkan ...

34. Pihak mana yang mengelolanya usaha tersebut, sebutkan...................

35. Bagaimana hubungannya dengan KMD, sebutkan
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Lampiran 2. Panduan Wawancara (Pengelola Kebun Kas Masyarakat Desa)

Key Informan

Nama Kelembagaan: ...................oooevinine...

Nama Desa ...ooiiiiiiiiiiiiiii i

Kecamatan : ........ccooiiiiiiiiiiiiiii,
Kabupaten : Mukomuko
Propinsi : BENGKULU

Nama - responden/nara , Sumber. dan kedudukan dalam
kelembagaan:

Karakteristik umum kelembagaan

1. Jenis kelembagaan berupa; Koperasi, Panitia desa, Karang Teruna,

Seandek, Kelompok kerja, Lainnya, sebutkan.............................

2. Tahun berdiri kelembagaan : tahun..................

3. Sejarah kelembagaan. Uraikan secara ringkas berbagai perkembangan

penting kelembagaan semenjak berdiri samapai sekarang :

Tahun

Peristiwa

Kesepakatan awal

Pengelola dibentuk

Mulai mengerjakan

Mulai ditanam

4. Kelembagaan memiliki badan hokum pendirian/ Jawab : Ya atau tidak. Jika

sudah, sebutkan dasar badan hokum tersebut: ....................

Aspek Keorganisasian (Struktural)
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A. Strutur kelembagaan

1

Luas cakupan wilayah kelembagaan? : Sempit, terbatas geografis, Luas,
borderless

Jumlah anggota,

Tingkat kekomplekan strukturnya?

Struktur kekuasaan yang terbangun? Siapa pihak yang berperan
mengambil keputusan secara dominan : Pemimpin, secara tunggal, Dewan
pimpinan, rapat anggota (seperti RAT dikoperasi)

Pola sebaran kekuasaan; Berbentuk sentralistik, Berbentuk distributive
Sifat fleksibelitas struktUr yang 'ada, ketika menghadapi tekanan internal
dan eksternal?

“Klik” dalam kelembagaan?

Tujuan kelembagaan

1. Tujuan — tujuan yang dimiliki, baik secara eksplisit maupun implicit?

1.
2.

Kesamaan tujuan antar seluruh anggotanya dengan kelembagaan?
Banyak dan ragam ‘tujuan-tujuannya? Jika jumlah tujuannya sedikit
menandakan bentuk asosiasi, namun jika banyak dekat dengan bentuk

group primer (primary group).

Keanggotaan

1. Pola perekrtutan anggota, Sukarela dan bebas keluar masuk, Tidak

sukarela, terbatas dan tertutup

Pihak yang memutuskan perekrutan anggota, Diputuskan dari luar, Dari
dalam sendiri

Rasa kesetian dan pengabdian anggota kepada kelompok ; Rendah, Tinggi
Frekwensi pertemuan, Semakin jarang. Tetap, Semakin sering
Keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, Rendah dan terbatas,

Tinggi danmelibatakan banyak anggota

Kepemimpinan

1. Kepemimpinan dipilih dan ditetapkan, Atas dasar azas paternalistic,

Kesenioran, Kemampuan atau keprofesionalan
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Kekuasan yang dimiliki pemimpin?, Berupa reward power untuk member

penghargaan, Coercive power untuk member sanksi, Legitimate power

yang berdasarkan hokum, Exert power karena kemampuannya

Kepemimpinan yang diterapkan, Autokratis, Laissez faire, Demokratis

Kepemimpinan berganti secara regular?

Suasana inklusifitas dalam kelembagaan? Bagaimana keterlibatan pemuda,
wanita, golongan minoritas, kelompok miskin, dan lain-lain?

Kulaitas kepemimpinan? Dalam hal pendidikan yang dimiliki, visi,

profesionalitas, keterbukaan, dan lain-fain.

(2) Aspek Kelembagaan Kultural

1

2

w

(6]

A. Sistem tata nilai (berdasarkan katagori Kluckhon)

Tatanilai yang dianut oleh anggota kelembagaan yang kita kaji?
Bagaimana hakekat hidup yang dianut mereka; Hidup merupakan suatu
yang baik, Hidup merupakan sesuatu yang buruk

Nilai- nilai apa yang diterapkan dalam bekerja; Bekerja untuk mencukupi
nafkah hidup, Bekerja untuk kehormatan diri dan keluarga, Bekerja
sebagal karya

Persepsi secara umum-terhadap waktu, Berorientasi ke masa depan,
Berorientasi ke masa lalu, Berorientasi ke masa sekarang

Berkenan dengan -hubungan dengan sesame manusia. Bagaimana sikap
dasar tentang hubungan manusia dengan sesame yang berkembang;
Berorientasi horizontal, Berorientasi vertical, Individualis, Komunitas

Persepsi kedudukan manusia terhadap alam biofisik; Menunjung tinggi

keselarasan, Tunduk terhadap alam, Menguasai alam

Norma

1

Landasan norma yang digunakan; bersumber dari agama, dari kearifan

setempat, dari keyakinan lain
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2. Persepsi terhadap kedudukan seseorang; Orang lebih dihargai karena
status, Orang lebih dihargai karena prestasi dan kemampuan

3. Persepsi anggota secara umum terhadap system reward dan punishment,
Tidak tegas, tidak berjalan, Tidak tegas namun berjalan, Tegas, namun

tidak jalan, Tegas, dan jalan

Kultur kelembagaan
1 Banyak anggota tahu tentang prosedur, norma dan uraian —uraian aturan
dalam kelembagaan ; Sedikit, Banyak, Semua
2 Kedisiplinan 'dijalankarv] ; Tidak ada disiplin, Ada disiplin, tapi tak
dijalankan, Ada disiplin dan dijalankan
3. Iklim utama dalam kelembagaan; berlandaskan otoriter, Demokratis
4. Factor utama yang membentuk system kerja; Karena factor kebiasaan,

Berdasarkan efisiensi manajemen

Kapasitas Kelembagaan
Kemampuan kelembagaan untuk melakukan peran-peran berikut:
Mengelola kredit dan simpan pinjam, Mendapingi atau membina kelompok
lain, Menghadapi perubahan-perubahan lingkungan, berupa —perubahan
harga, iklim pemerintahan dan lain-lain, Mengambil pelajaran dari
sejarahnya sendiri, Menangani konflik baik internal maupun eksternal,
Membangun jaringan-deng pihak luar
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Lampiran 3. Panduan Wawancara Pemuka Masyarakat

Key Informan

Nama Desa P
Kecamatan e
Kabupaten : Mukomuko

Propinsi : BENGKULU

\Nama Narasumber — ... oS

Batasan hak dan anggota yang jelas ( Clearly defined boundaries)
Social boundaries

1 Pihak yang bisa menjadi anggota kebun masyarakat desa (KMD); Apakah
selain masyarakat desa ini bisakah orang diluar desa menjadi anggota , Apa
yang menjadi batasan untuk menjadi anggota KMD
Physical boundaries

2 Gambaran batasan kebun masyarakat desa ( batasan kebun, laus kebun, jumlah
batang kelapa sawit)

3. Sarana prasarana yang dimiliki KMD

4. Gambaran batas-batas desa anda ? (sebutkan batas-batas geografis, nama-nama
tempat, dan sebutkan’komunitas” apa saja yang terdapat dalam desa dan
lokasinya)

5 Letak posisi-masing-masing objek berikut? (sawah, lading, hutan,
sekolah,puskesmas, posyandu, sumber mata air, sumber listrik, jalan-jalan
utama, pasar, toko, tempat ibadah, area rekreasi, jaringan irigasi, dan lain-
lain).

6. Lama masyarakat desa ini terbentuk ? Siapa saja yang datang dan pergi dari
desa ini ? Bagaimana Perkembangan “Hubungan- hubungan Ketetanggaan “
(Neighborhood) selama 5 tahun terakhir ? semakain lemah, tetap, atau

berkembang ?
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Rules regarding the appropriation and provision of common resources are

adapted to local condition

7. Aturan apa yang digunakan dalam digunakan pada KMD

8 Kedudukan aturan adat

9. Landasan norma yang digunakan (bersumber dari agama, kearifan local, dari

keyakinan)

10. Persepsi terhadap kedudukan seseorang (orang dihargai karena status, orang
dihargai karena prestasi dan kemampuan)

1. Persepsi anggota secara umum terhadap system reward dan punishment (tidak
tegas tidak jalan,'tidak tegés namun jalan, tegas namun tidak jalan, tegas dan
jalan)

12. Banyak anggota tahu tentang prosedur, norma dan uraian —uraian aturan dalam
kelembagaan (sedikit, banyak, semuanya)

13 Kedisiplinan dijalankan (tidak ada disiplin, ada disiplin tapi tidak jalan, ada
disiplin dan dijalankan)

12. Collective choice arrangement allow most resources appropriators to
aparticipate in the making process.

13. Rapat di desa bagaimana kehadiran warganya, Baik, Tidak, Biasa-biasa saja

14. Kehadiran Bapak/ibu dalam rapat-rapat desa atau KMD

15. Keaktifan Bapak/ibu dalam rapat desa/KMD

16. Ketaatan Bapak/ibu mematuhi hasil rapat

17. Pihak yang menentukan-aturan yang dibuat

Effecitve monitoring by monitor who are part or accountable to the

appropriators

18. Pengawasan (monitoring)

19. Pihak yang melaksanakan pengawasan (monitoring); Pengurus, LSM,

Lainnya/tidak jelas

20. Apa saja yang diawasinya yang Bapak/ibu ketahui; Pekerjaan fisik kebun,
Keuangan, Lainnya/tidak jelas

21. Mechanisme of conflict resolution are cheap and of easy access
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22. The self-detemination of the community is recognized by higher-level

authorities

Aksi kolektif dan Solideritas

22. Tentang gotong royong ? (pendidikan, kesehatan pelayanan umum, jalan dan
transportasi, pasar, kredit, keamanan, kesehatan, untuk anak, irigasi
pertanian)

23. Akses yang sama terhadap hal-hal berikut: (pendidikan, kesehatan pelayanan
umum, jalan dan transportasi, pasar, kredit, keamanan, kesehatan, untuk
anak, irigasi pertanian).

24. Usaha komunitas 'un'tuk mehingkatkan kualitias hidup atau mengatasi masalah
secara bersama ?.

25.Aksi kolektif, adakah kegagalan yang dihadapi ? Apa yang harus dilakukan
agar berhasil ?

Struktur kekuasaan dalam komunitas dan pola pengambilan keputusan

26. Pemimpin utama dalam komunitas ? (baik formal maupun informal)

27. Pembuatan keputusan dalam komunitas ? Apa peranan pemimpin ? Bagaima
keterlibat anggota komunitas dalam pembuatan keputusan ?.

28. Pembuat keputusan dalam rapat-rapat/pertemuan.

Daftar kelembagaan yang terdapat dalam komunitas

29. Apa saja kelompok, organisasi, atau asosiasi yang ada dalam desa ? ( baik
yang berjalan-maupun-bukan).

30. Dari seluruh kelembagaan yang ada, kelembagaan apa yang dimainkan
peranan aktif untuk membantu kesejahteraan warga desa/komunitas secara
umum ?

31. Bagaimana masing-masing kelembagaan tersebut tumbuh ? Apakah
merupakan insiatif dari pemerintah, LSM, atau dari masyarakat sendiri ?.

32. Bagaimana kepemimpinan ditetapkan? (dipilih, ditetapkan secara
musyawarah, atau karena turunan). Bagaimana kestabilan kepemimpinannya?
(sering berubah, jarang, atau tak pernah berubah). Apakah secara umum
ditubuh kepemimpinan harmonis atau banyak konplik?
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33. Bagaimana pembuatan keputusan dalam kelembagaan tersebut?

Hubungan antara kelembagaan-kelembagaan yang ada dengan komunitas

34. Buat diagram venn seluruh kelembagaan. (besar lingkaran menunjukkan
tingkat kepentingan)

35. Dari seluruh kelembagaan, mana yang paling penting, dan yang kurang
penting?

36. Dari seluruh kelembagaan, mana yang paling diterima dan yang kurang
diterima oleh komunitas?

Jaringan kelembagaan dan keketatan kelembagaan (organizational density)

37. Manakah diantaré kelerﬁbagaah tersebut yang saling bekerja sama?
Bagaimana bentuk kerjasamanya? (secara vertical —hierarkhis atau
horizontal-kolaboratif)

38. Adakah antara kelembagaan saling berkonplik satu sama lain, atau hanya
berkompetisi?

39. Adakah dianatara kelembagaan-kelembagaan tersebut yang anggotanya orang-
orang yang sama?

40. Adakah diantara kelembagaan tersebut saling berbagi sumberdaya yang sama?

41



Lampiran 4. Panduan wawancara Perangkat Desa

Key Informan

Nama Kelembagaan; ..........................

Nama Desa oo e e

'K.ecamatan 5 ......................................
Kabupaten : Mukomuko

Propinsi : BENGKULU

Nama LS T e
Jabatan

1. Batas-batas desa anda ? (sebutkan batas-batas geografis, nama-nama tempat,
dan sebutkan”komunitas” apa saja yang terdapat dalam desa dan lokasinya)

2. Batasan Kebun Kas masyarakat Desa

3. Kelembagaan memiliki badan hukum pendirian/ Jawab

Aspek Keorganisasian-(Struktural)

Strutur kelembagaan

4. Cakupan wilayah kelembagaan?

5. Jumlah Penduduk

6. Ratio penduduk laiki-perempuan

7. Tingkat Ekonomi Masyarakat

8. Usaha utama masyarakat

9. Jumlah anggota KMD

10.Struktur kekuasaan yang terbangun? Siapa pihak yang berperan mengambil

keputusan secara dominan?
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11. Pola sebaran kekuasaan pada KMD

12. Sifat fleksibelitas struktur yang ada, ketika menghadapi tekanan internal dan
eksternal?

13. Adakah “klik” dalam kelembagaan?

Tujuan kelembagaan
3. Tujuan — tujuan yang dimiliki, baik secara eksplisit maupun implicit?
4.  Adakah kesamaan tujuan antar seluruh anggotanya dengan kelembagaan?
5. Banyak dan ragam tujuan-tujuannya? Jika jumlah tujuannya sedikit
menandakan bentuk asosiési, namun jika banyak'tekat dengan bentuk group
primer (primary group).
Keanggotaan
6. Bagaimana Pola perekrtutan anggota
7. Siapa yang memutuskan perekrutan anggota?
8. Rasa kesetian dan pengabdian anggota kepada kelompok ?
9. Frekwensi pertemuan pengurus KMD, Masyarakat.
10. Keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan?
Kepemimpinan
11. Kepemimpinan dipilih dan ditetapkan?
12. Kekuasan yang dimiliki pemimpin?
13. Gaya kepemimpinan yang diterapkan?
14. Kepemimpinan berganti-secara regular?
15. Suasana inklusifitas dalam kelembagaan? Bagaimana keterlibatan pemuda,
wanita, golongan minoritas, kelompok miskin, dan lain-lain?
16. Bagaimana kualitas kepemimpinan? Dalam hal pendidikan yang dimiliki,
visi, profesionalitas, keterbukaan, dan lain-lain.
Aspek Kelembagaan Kultural
Sistem tata nilai (berdasarkan katagori Kluckhon)
17. System tatanilai yang dianut oleh anggota kelembagaan yang kita kaji?
Bagaimana hakekat hidup yang dianut mereka?

18. Nilai- nilai apa yang diterapkan dalam bekerja?
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19. Bagaimana persepsi secara umum terhadap waktu
20. Berkenan dengan hubungan dengan sesame manusia. Bagaimana sikap dasar
tentang hubungan manusia dengan sesame yang berkembang?

21. Bagaimana dengan persepsi kedudukan manusia terhadap alam biofisik?

Norma

22. Apa landasan norma yang digunakan

23. Bagaimana persepsi terhadap kedudukan seseorang?

24. Bagaimana persepsi anggota secara umum terhadap system reward dan

punishment?

Kultur kelembagaan

25. Seberapa banyak anggota tahu tentang prosedur, norma dan uraian —uraian
aturan dalam kelembagaan

26. Bagaimana kedisiplinan dijalankan?

27. Iklim utama dalam kelembagaan?

28. Apa factor utama yang membentuk system kerja?

Kapasitas Kelembagaan

29. Bagaimana kemampuan kelembagaan untuk melakukan peran-peran berikut:

30. Mengelola kredit dan simpan.pinjam

31. Mendapingi atau membina kelompok lain

32. Menghadapi perubahan-perubahan lingkungan, berupa—perubahan harga,
iklim pemerintahan dan lain-lain

33. Mengambil pelajaran dari sejarahnya sendiri

34. Menangani konflik baik internal maupun eksternal

35. Membangun jaringan dengan pihak luar
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Lampiran 5. Photo copy Perjanjian Kerjasama Panitia Desa Pasar Bantal dengan

PT. Agromuko, tanggal 07 April 2001.

PERJANJIAN KIERJASAMA
PANILIA DESA ...... DENGAN PT. AGRO MUKO

. PASAR BANTAL .

Perjanjian ini dibuat pada langgal .Q7.. April 2001,
PANITIA DESA .. PASAR.. BANTAL.

Yang dalam hal iné diwakili olch .. SAMSUAR .,

Unutk sclanjutnya discbut PIIAK PERTAMA.

D:m

PT. AGRO MUKO (“Perseroan”), berkedudukan di Medan, Jalan Let, Jend. 8 Panman
No. 217, yang dalam hal ini diwakili olch Presiden Dircktar dan Wakit Presidon Direktur
Perseroan uniuk sclanjutnya akan discbut PII IAK KEDUA

Dalar rangka pclaksanaan pembangunau dan pongelolaan kebun kelapa sawil Pihak

Portama yang sclanjuinya akan discbut iCcbun Kas Dosa scluas 15 ha dilokasi dosa Pagar
BantajKccamatan PD.SUGUH Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkalu, dan

nengingat Kesepakatan Bersama Pombentukan Pamitia Desa tauggat 4 :nlgu

Pihak Pertania dan Pihak Kedua, sepakat uniuk nengadakan pcrj;mji;gl"'sc o é:uin: A

Pasal ]

Pihak Kedud bersediafapeiybant pombiayaan dan pengelolaan Kebun Kas Desa
tetfgtak di Dcs, - yabupaten Bengkulu Ultara, Prapinsi
1 kebun kelapa sawles‘%%Eé}ztmldnr kultur tcknis yang bl dan

Bengkuiu untuk dijady
benar.
Pasai 2

Scmua biaya yang dikcluarkan oleh Piliak Kedua uniuk chcr-lunu Kobun Kas Dosa Pihak
Pertama djatas akan monjadi beban s hulang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua
ditnana uatuk itu Pihak Kedua akan nengiimikan tagihan sctiap bulamya kepada Pibak

Pertama,
Hutang ini bersama bunga scbesar 5 24 por tahun akan dipotong dari hasil penjuatan °

tandan buah scgar (TBS) Kebun Kas Desa,
Pasal 3

Jangka waktu pombiayaan ditctapkan  selama .45 Tahun terhitung  scjak  fanggal
ditandatanganinya perjanjian ini,
Pasal 4

i

(1) Pihak Pertaina Wajib mienfual selurult hasil tandan bualy scgar (13S) Kebun Kas
Desa kepada piliak kedua dan pihak kedua wajib membeli TBS terscbul.

(2) Penctapan harga kebun Kas Desa Pibak Pertama akan ditentukan scliap bulan .
olch Piliak Kedua sesuai dengan harga pasar yang bedaku disckitor kebun piliak
kedua,

(3) Hasil penjualan TBS pibak pertama kepada Vihak Kedua akan dipotong l.'utgsung,
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8] Pibak Pertama

Saksi : ’ Jabatan,

- 1. AMIRUDIN. Ve KEPATA DESA
2. MAEYEDIN... B¢ KETUA I IEKMD

3. ABDULJAR.... 3, IMD

. Demikian perjanjian ini dibuat atas dasar kescpakatan bersama dan dibuat dengan 2

Pasal 5

Scbagai Jaminan bahwa Pihak Pertama akan suenjual hasit landan buak segar (TDS)
Kebun Kas Dosa kepada Pihak Kedua, maka Pilak Pestaua alan menycrahkan susa
hak kepemilikan atas tanah Kebun Kas Desa berikuf tanaman yang ada diatasnya
yang dikeluackan olch Camat

Lasal 6
April 201§

oL . e . 07
Perjanjian int berlaku mulai anggal OTwOA=2007 ° sampai dengan ... an dapa
diporpanjang kembali dengan persctujuan teriulis-oleh Kedua Belah Dibak.

Pasal 7

1 atiu belum cukup diatur dalam pegjangian ini akan dialar
mulakat olch kedua belak piliak.

janjian ini dan scgala akibatnya kedua belah pibak tclah memilih

fompat kedudukan hukum yang ictap dan tidak berubah dikantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Arga Makmur.

rangkap yang mompunyai kelwatan hukum yang sama, satu berada pada Pilak
Pertata yang lainaya berada pada Piluik Kedua, dengan disaksikan olch saksi-saksi.

Desa Pasar Bantal Q7 April 2001,

3. . sessnven
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Lampiran 6. Photo Copy Perjanjian Kerjasama Panitia Desa Ujung Padang
dengan PT. Agromuko, tanggal 01 Nopember 2000.

"

% | FAL 1p CA ‘/7

|
ATLO 18U PrATLL

i
DIRJANJIAN KERJASAMA
PAINITIA DESA UJUNG PADANG DENGAN PT, AGRO MUKQ

Perjanjian ini dibuat pada tanggal 01 Nopember 3000 oleh dan antara :

PANITIA DESA Ujung Padang )
Yang dalam hal ini diwakili oleh NKetua dan Sekretans
Untul selanjutnya disebut dengan L HTAK PERTAMA.,

i

PT. AGRO MUKQO ( “Perseroan” ), berkedudukan di Medan, jalan Let, Jend. 5. "arman No, 217,
vang dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur Perseroit
untuk sclanjutnya disebut dengan PIHAX KEDUA.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan gan pengelolaan kebun kelapa sawit Pihak Pertama
yang selanjutnya akan disebut Kebun Kas Desa seluas 15 Ha ( Lima belas Helctar ) dilokasi Desu
Ujung Padeng, Kecametan Mukomuko Utars, Kebupaten Bengkulu Utare, Propinsi Benghkulu,
dan mengingat Kesepakaun Bersama Pembentukan Panitia Desa tanggal 25 Agustus 2000
malka Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sepakat untuk mengadakan perjenjian sebagai berikut

Pasal 1

Pihak Kedus bersedia raembantu pembisysan dan pengelolaun Kebun Kus Desa Pihuk Perluinu
seluas 15 Ha ( Lima belas Hektar ) yang terletak di Desa Ujung Padang, Kecamatan Mukoinuko
Utara, Kabupatcn Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu untuk dijadikan kebun kelepe sawit sesuai
standar kultur teknis yang baik dan benar.

Pasal 2

1.” Scmua biays yang dikeluamkan olch Pihak Kedua yntuk keperluan Kebun Kas Desa Pihak
Pertama diatas akan merjadi beban dan hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dimana
untuk itu Pihal Kedfia akan mengirinkan tagihan setiap bulannya kepada Pihak Pertama..
Hutang ini bersama bunga 5 % ( Lina persen ) per tahun akan dipotong dari hasil penjualan
tandan huah separ ( TBS ) Kebun Kas Desa.

-~

2. Perhitungan bungs dilakuban sejak smal Pk Hedoa menpucuri dana kepada Pihak Pertama.

Haloman 1 dari 3




Pasnl 4

1. Jangka wakiu pembiaymn ditetaphan selimis 36 ¢ I puluh enant ) bulan ferhieng seuh
bulan penanaman kelapa sawit.
Pihak Pertama akan mclakukan pembayaran angsuren kredil kepada Pihak Kedua vty
dimulai pada bulan ke 49 ( empal puluh sembilan ) setelah penanaman kelaps sewit.

o

Pasal 4
" 1. Pihak Pertama wajib menjual scluuh fusil tandin bugh segi ( TBS ) Kebun K Tieaw
kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wanb membel) ‘1135 tersebat.
2. Penetspan harga hasil Kebun Kas Desa Pihak Pertama akan ditentika sebiap bulan cich
Pihak Kedua sgsuai dengan harga pasar.

3. llasil penjualan TBS Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan ;iipoiong langsung cleh
Pihak Kedua setiap bulannya sebesar 15 % ( Lima belas persen ) dari total penjuaian scbagai
angsuran hutang Pihak Pertama kepada Pihak Keaua.

Pasal 5
Sebagai jaminan behwe Pihak Pertama akan menjual hasil TBS Kebun Kas Desa kepada Pihak
Kedua maka Pihak Periama akan menyerahkan surat hak kepemilikan atas tanah Kebun Kas Desi
berikut tanaman yang ada diatasnya yang dikeluarkan oleh Camat Mukomuko Utara.

‘ Pasal 6

Perjanjian ini berlaku mulai sgjak ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir sampai
denganh lunasnya huteng Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atau selambat-lambatnya tahun 2013
{Dua ribu tigs belas ) ' . ‘

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan
nnrisyawarsh mulakat oleh kedua belah pihak.

Halaman 2 dart 3

Iy

v
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//

2. Mongorun peganyinn e dan < pals ubidmingu b wdou Lubide pahiak el venadih Bt
kedudukan hukum yung telup dup Odih beruinh dikitor hepaitenmn Penzidiling Sicpsns
Benglaulu. ’

Demikian Perjanjian ini dibuat stas dasar kesepukatiey bersama dan dibual dengan 0 { dua
rangkap yang mempunyat kekuatan hukum yang sama, salu berada pada Puud Porn yang
lainnya berade pada Fihak Kedug, dengan disaksikan oleh saksi-saksi, ‘

Desa Ujung Padang, 01 Nopemiber 2000
13 1

PIHAK keIt

Saksi :

Hadrs . F$S
A~ \"}Q;r-u}l:sf_, -
. Arpas Anevar
v karna

G w

i<l

Hataman. 3 Jari 3

75
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Masyarakat Desa, tanggal 22 Februari 2013.

BUPATI MUKOMUKO

INSTRUKSI BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2413

TENTANG
KEBUN MASYARAKAT DESA

Dasar: .

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa.

Keuangan Daerah dan Desa.
Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 46 Tahun 2011 tfentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa.

2.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perimbangan
4.

Kepada : Kepala Desa;:......cxmmmsmmscsiinae

Memperhatikan :

Surat General Manager PT. Agro Muko tanggal 15 Februari 2013 Perihal Kebun Masyarakat
Desa. :

Atas Dasar tersebut diatas di instruksikan kepada saudara sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kebun Masyarakat Desa agar tetap bekefja sama dengan PT. Agro Muko
guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat desa yang menjadi anggota
KMD.

2. Ketentuan kerjasama Kebun Masyarakat Desa dengan PT. Agro Muko agar ditaati dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya guna efektivitas dan efesiensi pengelolaan KMD.

Demikian intruksi ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mukomuko
Pada Tanggal 22 %2013

BUPATI OMUKO,

ICHWAN YUNUS

iy (o aifiilainets atid 0
1. Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko;
2. Inspektur Inspekborat Kabupaten Mukomuko;
3. General Manager PT. Agro Muko;
4, Camat Se-Kabupaten Mukomuko.

Lampiran 7. Instruksi Bupati Mukomuko Nomor; 2 Tahun 2013, Tentang Kebun
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